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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 
 

5.1 Kesimpulan  

Berdasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasan yang telah 

diuraikan pada penjelasan sebelumnya, maka dalam penulisan ini dapat 

ditarik kesimpulan sebagai berikut : 

1. Evaluasi kebijakan pemekaran wilayah sangat penting untuk menilai 

efektivitas dan keberhasilannya dalam mencapai tujuan pelayanan public 

di Kelurahan OI Mbo. Tujuan umum dari pemekaran wilayah Kelurahan 

Oi Mbo adalah untuk meningkatkan efisiensi administratif, memperluas 

cakupan pelayanan publik, dan meningkatkan partisipasi masyarakat 

dalam pengambilan keputusan. Evaluasi harus dilakukan untuk menilai 

apakah pemekaran wilayah telah meningkatkan efektivitas administratif. 

Hal ini dapat dilihat dari perbaikan dalam pengelolaan sumber daya 

manusia, infrastruktur, dan sistem administrasi pemerintahan. Pemekaran 

wilayah Kelurahan Oi Mbo telah meningkatkan akses penduduk terhadap 

layanan kesehatan, pendidikan, infrastruktur, dan fasilitas umum lainnya. 

2. Adapun faktor pendukung evaluasi kebijakan publik melalui pemekaran 

Wilayah Kelurahan oi mbo yaitu;  

- Realitas geografis membuat jarak antara pusat pelayanan dengan 

masyarakat semakin terlihat, sesuai dengan hakikat pelayanan publik 

yang harus selalu mengakar di masyarakat. Ruang ini menciptakan 
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kedekatan sosiologis dan psikologis antara mesin dengan masyarakat, 

sehingga penyakit birokrasi yang menghambat pelayanan publik dapat 

dikurangi. 

- Anggaran atau penyaluran dari kecamatan ke kelurahan membutuhkan 

alokasi dana yang cukup untuk daerah. Hal yang sama juga terjadi di 

Kelurahan Oimbo. Penyaluran dana secara mandiri meningkatkan 

kualitas pelayanan publik . 

5.2 Saran  

Mengenai pelayanan administrasi Kantor Kelurahan Oimbo, 

masyarakat sangat menginginkan pelayanan yang berkualitas. Walaupun 

kualitas pelayanan publik di Kantor Kelurahan Oimbo sudah dapat dikatakan 

baik, namun ada beberapa hal yang sedikit perlu dibenahi untuk meningkatkan 

kualitas pelayanan di masyarakat, seperti upaya peningkatan sarana dan 

prasarana (komputer, laptop, printer). 

Pemerintah wilayah kelurahan Oi Mbo telah berupaya keras dalam 

kualitas layanan untuk memastikan kepuasan masyarakat. Hal ini terlihat dari 

hasil wawancara terhadap laporan kepada informan. Aspek kepatuhan 

terhadap semua peraturan yang mendasari sektor pekerjaan, aspek kejelasan 

yang mencakup prosedur pelayanan yang baik dan rincian biaya atau biaya 

perawatan yang tidak mahal dan dapat diakses oleh semua lapisan masyarakat 

di oi mbo. Sebaiknya pihak kelurahan meningkatkan penyebaran brosur 

prosedur pelayanan di kantor kelurahan Oi Mbo agar masyarakat mengetahui 

prosedur administrasi dan tidak ada kesan campur aduk kepentingan. 
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